GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR € TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah dan Pasal 104
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota
wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
ol e A Dalamin TN tmivslem

Pendapatan dan Belanja Daerah {APBD)} yang digjukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum
APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD

padé tanggal 24 bulan Agustus tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan
Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4280);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharann  Negara  (Lembaran  Negara  Republik
Indoneatn Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencannan  Pembangunan  Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesin Taliun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan  Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat dan
Pemerintahan Daernh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia - Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonensin Tanhun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negarn Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran  Negara Republik  Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Pernturan Pemerintah  Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan  (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
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120 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelengearann Pemerintah Daerah  Kepadn  Pemerintah,
Laporan  Keterangan  Pertanggungjnwaban  Kepala Daerah
Kepadn Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informast
Laporan  Penyelenggarann  Pemerintah - Dacrah Kepada
Masyarnkat  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesin
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

13, Peraturan  Pemerintah - Nomor § Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagnimana telah
diubah bebernpa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor ! Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan  Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesin Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor 6177);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
teniang Tata Cara Evaluasi Rancangan reératiran Daéran
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah dan Rancangan Peraturan
Kepala Dacrah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 525);
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah,
scbagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor S65);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengclolaan Investasi Pemerintah Dacrah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daecrah
serta  Pelaksanaan dan  Pertanggungjawaban  Dana
Operasional {Berita Negara Republik Indonesia Tatiun 2017
Nomor 1067);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Dacrah dan Tertib
AQminisirasi  Pengajuan, Penyaluran, dan  Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 630);

24, Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 64 ’I‘ahun 2020

momsmer Daecrsrrsmsses ~on

tentang Pedoman Penyusunan nug,gcu ail pcuuu.pau:ul dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun 2007 Nomor 13);

26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Sclatan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi scluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945,

3. Pemerintah Daerah adalah Gubermmur sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meluiputi
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan
daerah.

7. Pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan
arah Dbagl pemerintahan daerah daiam penyusunan, pembahasan dan
penetapan APBD.

Pasal 2
(1) APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:

a. pendapatan daerah;
b. belanja daerah; dan
c. pembiayaan daerah.

(2) APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp5.526.165.272.537,00 (lima triliun lima
ratus dua puluh enam milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh
puluh dua ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai

berikut:
a. Pendapatan Daerah RpS5.426.165.272.537,00
b. Belanja Daerah Rp5.526.165.272.537,00

Surplus/Defisit (Rp100.000.000.000,00)

c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Rn100.000.000.000,00
2. Pengeluaran Rp00,00
Pembiayaan Netto Rp100.000.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp00,00
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Pasal 3

Pg\dﬂp&t&ﬂ Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a
dxmncan.nkun scbesar Rp5.426.165.272.537,00 (lima triliun empat ratus dua puluh
enam 1.mlym' seratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima
ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang bersumber;

a. Pendapatan Asli;
b. Pendapatan transfer; dan
¢. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp3.568.765.858.037,00 (tiga triliun lima ratus enam
puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima
puluh delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah;

¢. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp2.810.094.128.867,00 (dua triliun delapan ratus sepuluh milyar
sembilan puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus
enam puluh tujuh rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp42.368.639.000,00 (empat puluh dua milyar tiga ratus enam puluh
delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

(4) Hasil pengelolaan KeKayaai daeéran yang dipisafikai Sébagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp51.600.000.000,00 (lima puluh

satu milyar enam ratus juta rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp664.703.090.170,00 (enam ratus
enam puluh empat milyar tujuh ratus tiga juta sembilan puluh ribu seratus

tujuh puluh rupiah).

Pasal 5
(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rpl.783.725.577.000,00 (satu triliun (wuh raius

delapan puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh
puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pa.d_a ayat ( 1)
huruf a direncanakan sebesar Rpl.783.725.577.000,00 (satg tnhun tujuh
ratus delapan puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus

tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
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(1) lain-lain pendapatan daerah yang nah sebagaimana dimakeud dalam Panal 3
hurat ¢ divencanakan sebeanr Rp7TLOTIRN7.500,00 (tyjuh puluh tga milyar
enam tatua tgfuh puluh tga juta delapan ratua tiga pulub tajuh ribua lima
mtua raplah), yvang tendicd atana

A Pendapatan hibaby
b, Dana davurat; dan

¢ Lain-lain pendapatan  aeauat  dengan  ketentuan  peraturan perundang-
andangan,

(A Pendapatan  hibah  sebagaimana  dimakaud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebespr Rp73L,073,807,500,00 (tujuh puluh tign milyar enam
ratus tuyjuh puluh tga juta delapan ratun tiga puluh tujuh ribu lima ratus
rupiah),

(§) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp0,00 (nol ruplah),

M lain-lain pendapatan  sesual  dengan  ketentuan  peraturan perundang-
undangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp0,00 (nol rapiah),

Panal 7

Anggaran belanja  daerah tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) hurul b direncannkan sebeaar RpS5.526.165.272.537,00 (lima triliun
lima ratus dua puluh enam milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh
puluh dua ribu lima ratus tiga puluh tyjuh rupiah), yang terdivi atas:

a. Belanja operasi;

b. Belanja modal;

¢. Belanja tidak terdugn; dan
d. Belanja transfer.

Pasal 8
(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a

e oy

direncanakan sebesar Rp3.551.238,037.303,00 (tga triliun lima ratus lima
puluh satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu tiga
ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja pegawal;

b. Belanja barang dan jasa;
¢. Belanja bungn;

d, Belanja subasidi;

e. Belanja hibah; dan

. Belanjn bantuan sosial,

(2) Belanja pegawal aebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebeaar Rpl.542,125.325.640,00 (satu triliun lima ratus empat puluh dua
milyar seratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus
empat puluh rupiah),
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(_3_) Bclama barang dan 1asa sebagaunana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rpl 852.529.241. 583,00 (satu triliun delapan ratus lima

puluh. dua milyar lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh
satu rnibu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp155.063.470.080,00 (seratus lima puluh lima milyar enam puluh
tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan puluh rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp1.520.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh
juta rupiah).

Pasal 9
(1) Anggaran bela.nja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b

delapan ratus enam puluh satu Juta hga ratus empat puluh lima ribu dua
ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

Belanja modal tanah;

Belanja modal peralatan dan mesin;
Belanja modal bangunan dan gedung;
Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
Belanja modal aset tetap lainnya; dan

f. Belanja modal aset tidak berwujud.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp80.984.919.250,00 (delapan puluh milyar sembilan
ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua ratus
lima puluh rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp102.879.703.663,00 (seratus dua milyar

delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus
enam puluh tiga rupiah).

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp119.923.621.821,00 (seratus sembilan belas
milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu
delapan ratus dua puluh satu rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp402.837.967.900,00 (empat ratus
dua milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh
tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

Asvarncranalrzan cahocns DaQ A2 127 &NN NN (Aalarnnes wihme ammeand
uucuLtalidndll SCUCtdal NPOU.TUWL LUL.UVV,ULY (UuCilapall llllyal Cllpatc Tanus usu

puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah).

(7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

o po g P
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Pasal 10

Angsatan belania tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf ¢
dishcanakan sebesar RpS0.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), yang terdiri
alas belanga tidak erdaga,

Pasal 11

\) .\}\gg:‘\rsu\ belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d
duencanakan sebesar Rpl.207.065.890.000,00 (satu triliun dua ratus tujuh
wilvar enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang
tending atas:

4 belanga hagt hasil dan
h Belanga bantuan keuangan,

(3 Belania bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rpl.207,065.890,000,00 (satu triliun dua ratus tujuh milyar enam
paluh lia juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

M) Belania bantuwan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
divencanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah),

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam
tasal 2 aval (1) hural ¢ direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (Seratus
mibvar rapiah), vang terdiri atas:

a, Penerimaan pembiayaan; dan

b Pengeliaran pembiayaan,

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
hunat a direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah),

vang terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

b, Pencairan dana cadangan;

¢, Haail penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. Penerimaan pinjaman daerah;

2. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00

(seratus milyar rapiah),
() Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
divencanakan sebesar Rp0,00 (nol rapiah).

(4) Haasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
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(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rup?nh).

(7). Pencrimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
p_cmndnng-undnngnn scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan scbesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

(1) Anggaran_ pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan;

Penyertaan modai daerah;

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
Pemberian pinjaman daerah; dan

o A o o

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

..... Anee vem Ao o
perundaiig-unaangai.

(2) P.embentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

—
{
~—

Pasal 15
(1) Selisih antara anggaran pendapatan dacrah dengan anggaran belanja daerah
mengaxivatkan (enadinya surplus/defisit sebesar Rpl100.000.000.000,00

(seratus milyar rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap
pengeluaran  pembiayaan direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00
(seratus milyar rupiah).

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah
dapal MEIAKUKAN PEngeluaTan yang DEIum (erSedld angguiannya dan/atau
pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang
selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja
daerah Provinsi Kalimantan Sclatan tahun anggaran 2021, dengan tata cara
sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala
daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada
Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
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() Readaan damrat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
A, encana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar
Diasay
N Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
O Rerusakan sarana/prasarana vang dapat mengganggu kegiatan pelayanan
PR,
W) Reperhuan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Nebutuhan dacrah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

h v-\\-u\\a Aaarah vana h.:rsuﬁat rna-nmltnt dnn }v-h:nmn vana hprevfat urnnh
L RN -~ ANMA LN Nabiv A whan l\»\aa AL Adavaag, LS ACAL L JA y tas A% W

¢, Pengeliaman daemah vang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/ataun

d. Pengelnaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
Kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Umalan lebih  lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan ini terdin dan:

1. Lampiran | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan
Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;.
2. Lampiran Il Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
lampiran !  Rinclan APBD menuret Unisan Pemerintehen Dasrah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan
Beserta Keluaran;

. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran V1 Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VIl  Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;

8. Lampiran VIII  Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD
dan PPAS dengan Rancangan APBD;

9, Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program
Pricnitas Daerah;

10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11, Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12, Lampiran XlI  Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

13, Lampiran X111  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah dan Aset Lain-Lain;

“n
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14. Lampiran XIV  Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (muity years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVl  Daftar Pinjaman Daerah.

Danrnsl 1Q
rasai 190

Gut?emur menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang
Pcnjab..au'an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Banjarmagin
pada tanggal 2@ Oesefnoer 2o

GUBERNUR MANTJAN SELATAN,

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tangga_] 3—9 Desenber 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ROY RIZALI ANWAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (5-195/2020)
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